
I SALlN~N I

GUSERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 259 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DloNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBER!'iJI~ PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

bahwa ·.mtuk melaksanakan ketentuan Pas<.ll 170 ayat (2) Peraturan
Daerah ",omor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja;

1. Und;mg-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahe,raan
Neg,na;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Und"ng-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daer3h Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
RepdJlik Indonesia;

5. Undeing-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Pera::.Jran Perundang-undangan;

6. Undc.;~g-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentarlg Aparatur Sipil Negam;

7. Undcng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
seba~aimana telah diubah dengan Pera\ Jran Pemerintah Penganti
Undwg-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

8. Pe"a\.Jran Pemerintah Nomor 58 Tahun :W05 tentang Pengelolaan
Keual',gan Daerah;

9. Peraluran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelap:,r2.n
Keuacgan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Pera1uran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urus;,,:l Pemerintahan antara Pemerint;;ll, Pemerintahan Daerah
Pro'Jilli;i dan Pemerintahan Daerah Kabupat10 n/Kota;
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g. pelaksanaan pengamanan protokoler dan obyek vital;

h. peiaksanaan pengaduan dan sengketa;

i. pelaksanaan ketertiban fasilitas sosial dan ketertiban fasilitas umum
serta ketertiban pemukiman di Kota Administrasi;

j. pelaksanaan pengawasan, pengendalian monitoring dan evaluasi
perizinan dan non perizinan penyelenggaraan tempat usaha,
hiburan dan rekreasi di Kota Administrasi;

k. penyusunan rekomendasi kepada Kasatpol PP Provinsi dalam
rangka penetapan dan pemberian sanksi atas
pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan
penyelenggaraan tempat usaha, hiburan dan rekreasi untuk
dlsampaikan kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP);

I. pe!aksanaan pedoman petunjuk teknis perlindungan masyarakat,
kesiagaan, pengerahan, pengendalian bencana dan gangguan
sosial di Kota Administrasi;

m. penyediaan prasarana dan sarana kantor pada Iingkup Satpol PP
Kola Administrasi;

n. peJaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang
Satpol PP Kota Administrasi;

o. pengelolaan kearsipan Satpol PP Kota Administrasi;

p. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan surat menyurat Satpol
PP Kota Administrasi;

q. pelaksanaan pUblikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara
. Satpol PP Kota Administrasi; dan

r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Satpol PP Kota Administrasi.

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Satpol PP Kota Administrasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2)
huruf ~, untuk teknis dan administrasi disampaikan oleh Kasatpol PP
Kota Administrasi kepada Kasatpol PP dan untuk operasional
disampaikan Kasatpol PP Kota Adrninistrasi kepada Walikota.

Pasal40

Susunan Organisasi Satpol PP Kota Administrasi terdiri dari :

a. Kepala Satpol PP Kota Administrasi;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Operasi dan Penegakan Hukum;
d. Seksi Ketertiban Masyarakat;
e. Seksi Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota;
f. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan

Rekreasi;
g. Seksi ?erlindungan Masyarakat; dan
h. Subkelompok Jabatan Fungsional.

Pasal41

Kepala SaIpol PP Kota Administrasi mempunyaHugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol
PP Ko':a Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan
Subkelompok Jabatan Fungsional;
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c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi denqan SKPD/UKPD dan/atau
Instansi Pemerintah/Swasta, dalam rangk2 pelaksanaan tugas dan
fungsi Satpol PP Kota Administrasi; dan

d.. melapcrkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Satpol PP Kota Administrasi.

Pasal42

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf Satpol PP Kota
Administrasi.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasatpol PP
Kota Administrasi.

(3) Subb2gian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Satpol PP Kota Administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Satpol PP Kota Administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Satpol PP
Kota Administrasi;

d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian Satpol PP Kota
Adrninistrasi;

e. melaksanakan pengelolaan keuangan Satpol PP Kota Administrasi:

f. melaksanakan pengelolaan barang Satpol PP Kota Administrasi;

g. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat Satpol PP Kota
Administrasi;

h. m31aksanakan pengelolaan kearsipan Satpol PP Kota Administrasi;

i. m8melihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban
K,mtor Satpol PP Kota Administrasi;

j. pE,meliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor,
termasuk asrama Satpol PP Kota Adminislrasi;

k. melaksanakan pengelolaan ruang rapatlruang pertemuan Satpol
PP Kota Administrasi;

I. rnelaksanakan upacara dan pengaturan acara Satpol PP Kota
Administrasi;

m. rr.enerima, menyimpan dan mendistribusikan prasarana dan sarana
kerja Satpol PP Kota Administrasi;

n. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Satpol PP Kota Administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;

o. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja
dan akuntabilitas Satpol PP Kota Administrasi; dan

p. melaporkan dan mernpertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha.
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Pasal43

(1) Seksi Operasi dan Penegakan Hukum merupakan Satuan Kerja Iini
Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan operasi dan penegakan
hukum.

(2) Seksi Operasi dan Penegakan Hukum dipirnpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bwtanggung jawab kepada
Kasatpol PP Kota Administrasi.

(3) Seksi Operasi dan Penegakan Hukum rnempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Satpol PP Kota Administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. mlliaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Satpol PP Kota Administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. melaksanakan pemantauan situasi, kondisi dan/atau keadaan
dalam rangka operas! penegakan hukurn,

d. mempersiapkan pelaksanaan operasi penegakan hukurn;

e. melaksanakan operasi penegakan hukum;

f. rnelaporkan hasil operasi penegakan hukum;

g. rnelaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pemberkasan perkara
pelanggaran hukum untuk diajukan ke pengadilan;

h. melaksanakan koordinasi, kerja sarna, fasilitasi dan/atau kemitraan
kegiatan operasional, penenteraman dan penertiban dengan
instansi penegak hukum; dan

i. rnelaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Seksi Operasi dan Penegakan Hukum.

Pasal 44

(1 )

(2)

(3)

Seksi Ketertiban Masyarakat merupakan Satuan Kerja lini Satpol PP
Kota Administrasi dalam melaksanakan keglatan pembinaan ketertiban
masyarakat.

Seks Ketertiban Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung j'3wab kepada Kasatpol PP
Kota Administrasi.

Seks: Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Satpol PP Kota Administrasi sesuai dengan lingkup
tU9asnya;

b. mf:laksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Satpol PP Kota Administrasi sesuai dengan Iingkup
tu~asnya;

c. m81aksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dalam
rangka ketertiban masyarakat;

d. rnelaksanakan kegiatan pengamanan pmtokoler dan obyek vital;

e. melaksanakan kegiatan pengaduan dan sengketa;

f. melaksanakan pengembangan peran masyarakat dalam
ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

g. l'T'elaksanakan penelitian dan pengembangan peran masyarakat
dalam ketenteraman dan ketertiban; dan

h. rIlE:\laporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Seksi Ketertiban Masyarakat.
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Pasal 45

(1) Seksi Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota merupakan Satuan Kerja
lini Satpol PP Kota Administrasi dalam melaksanakan ketertiban
prasCirana dan sarana kota.

(2) Seks i Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepa,ja Kasatpol PP Kota Administrasi.

(3) Seksi I-<etertiban Prasarana dan Sarana Kota mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Satpol PP Kota Administrasi sesuai dengan lingkup
tu,~asnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Satpol PP Kota Administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. melaksanakan ketertiban fasilitas sosial. ketertiban fasilitas umum
serta ketertiban pemukiman;

d. melaksanakan kegiatan peningkatan peran masyarakat dalam
ketertiban masyarakat dan pengamanan prasarana dan sarana
kota;

e. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan mengenai
ketertiban masyarakat dan pengamanan sarana kota;

f. menyampaikan usulan penindakan terhadap pelanggaran hukum
kepada Seksi Operasi dan Penegakan Hukum; dan

g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fur,gsi Seksi Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota.

Pasal46

(1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan
Rekreasi merupakan Satuan Kerja Iini Satpol PP Kota Administrasi
da!am melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian tempat
usaha, hiburan dan rekreasi.

(2) Seks' Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha. Hiburan dan
Rekreasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kasatpol PP Kota Administrasi.

(3) Seks Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha. Hiburan dan
Rekreasi mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis clan rencana kerja dan
anggaran Satpol PP Kota Administrasi sesuai dengan Iingkup
tu;:,asnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Satpol PP Kota Administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. meiaksanakan inventarisasi tempat usaha, hiburan dan rekreasi;

d. nHlaksanakan pengawasan dan pen~wndalian tempat usaha.
terr,lasuk hiburan dan rekreasi;
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e. melaksanakan pelayanan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi
tempat usaha, termasuk hiburan dan rekr''lasi;

pelanggaran
pelanggaran

f. melaksanakan pemeriksaan pelanggaran penggunaan tempat
usaha, termasuk hiburan dan rekreasi;

g. melaksanakan pemprosesan dan pemberkasan
tempat usaha, hiburan dan rekreasi terhadap
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

h. melaksanakan pengawasan, pengendalian monitoring dan evaluasi
perizinan dan non perizinan penyelenggaraan tempat usaha,
hiburan dan rekreasi di Kota Administrasi;

i. menyusun bahan rekomendasi kepada Kasatpol PP dalam
rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaranl
penyalahgunaan perizinan dan non perizinan penyelenggaraan
tempat usaha, hiburan dan rekreasi untuk disampaikan kepada
penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

j. mengusulkan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah
dan Peraturan Gubernur kepada Bidang Operasi dan Penegakan
HUkum;

k. melaksanakan kegiatan patroli lapangan pada tempat usaha.
hiburan dan rekreasi; dan

I. rneiaporkan dan mmpertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fu.-,gsi Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha.

Pasal47

(1) Seksi Perlindungan Masyarakat merupakan Satuan Kerja Iini Satpol
PP Kota Administrasi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan
masya,akat.

(2) Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasatpol
PP Kota Administrasi.

(3) SeksiPerlindungan Masyarakat mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Satpol PP Kota Administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Satpol PP Kota Administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;

kesiagaan,masyarakat,c. mel1yelenggarakan perlindungan
pengerahan dan pengendalian;

d. mendayagunakan satuan perlindungan masyarakat dan potensi
masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat,
I<esiagaan, pengerahan dan pengendaliar.;

e. memberikan informasi potensi gangguan sosial;

f. mllnyusun peta daerah rawan gangguan sosial;

g. melaksakan koordinasi, kerja sama dan fasilitasi kegiatan
per!;ndungan masyarakat;
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h. memberikan fasilitasi, bantuan dan dukungan sumber dava
terhadap kegiatan penanggulangan bencana; dan

i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Jan
fungsi Seksi Perlindungan Masyarakat.

Bagian Kesepuluh

Satpol PP Kabupaten Administrasi

Pasal 48

(1) Satpol PP Kabupaten Administrasi merupakan Unit Kerja Satpol PP
pada Kabupaten Administrasi.

(2) Satpol PP Kabupaten Administrasi dipimpin oleh seorang Kasatpol PP
Kabupaten Administrasi yang secara teknis dan administrasi
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasatpol PP
serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati.

Pasal49

(1) Satpol PP Kabupaten Administrasi mempunyai tugas melaksanakan
operasional kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakClt
serta perlindungan masyarakat di wilayahnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Satpol PP Kabupaten Administrasi menyelenggarakan fungsi ;

a. per.yusunan rencana strategis, rencana ~erja dan anggaran Satpol
PP Kabupaten Administrasi;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Satpol PP Kabupaten Administrasi;

c. penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban masyarakat, penegakan
P8raturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta perlindungan
masyarakat di Kabupaten Administrasi;

d. pmaksanaan operasional penertiban clan penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Gubernur serta pengamanan protokoler di
Kabupaten Administrasi;

e. pelaksanaan ketertiban masyarakat, pengamanan protokoler dan
obyek vital serta pengaduan dan sengketa di Kabupaten
I\dministrasi;

f. pengembangan peran masyarakat dalam ketenteraman dan
ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur di Kabupaten Administrasi;

g. pelaksanaan pengamanan protokoler dan obyek vital;

h. pelaksanaan pengaduan dan sengketa;

i. pelaksanaan ketertiban fasilitas sosial, ketertiban fasilitas umum
S811a ketertiban pemukiman di Kabupaten Administrasi;

j. pelaksanaan pengawasan, pengendaliail monitoring dan evaluasi
perizinan dan non perizinan penyelenggaraan tempat usaha,
hitluran dan rekreasi di Kabupaten Administrasi;
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k. penyusunan rekomendasi kepada Kasatpol PP dalam rangka
penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaranl
penyalahgunaan perizinan dan non perizinan penyelenggaraan
t~mpat usaha, hiburan dan rekreasi untuk disampaikan kepada
penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

I. pe!aksanaan pedoman petunjuk teknis perlindungan masyarakat,
kesiagaan, pengerahan, pengendalian bencana dan gangguan
sosial di Kabupaten Administrasi;

m. penyediaan prasarana dan sarana kantor pada lingkup Satpol PP
K3bupaten Administrasi;

n. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang
Satpol PP Kabupaten Administrasi;

o. pengelolaan kearsipan Satpol PP Kabupaten Administrasi;

p. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan surat menyurat Satpol
PP Kabupaten Administrasi;

q. pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara
Satpol PP Kabupaten Administrasi; dan

r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Satpol PP Kabupaten Administrasi.

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Satpoi PP Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf r, untuk teknis dan administrasi disampaikan oleh Kasatpol PP
Kabupaten Administrasi kepada Kasatpol PP dan untuk operasional
disampaikan Kasatpol PP Kabupaten Administrasi kepada Bupati.

Pasal50

Susunan Organisasi Satpol PP Kabupaten Administrasi terdiri dari :

a. Kepal;;1 Satpol PP Kabupaten Administrasi;

b. Subba;)ian Tata Usaha;

c. Seksi Operasi dan Penegakan Hukum;

d. Seksi I<etertiban Masyarakat;

e. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal51

Kepala Sutpol PP Kabupaten Administrasi mempunyai tugas :

a. memin~~in dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol
PP Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

b. meng::.ordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan
Subkeompok Jabatan Fungsional;

c. melak~;anakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau
Instansi Pemerintah/Swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fun!Jsi Satpol PP Kabupaten Administrasi; dall

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Satpol PP Kabupaten Administrasi.



35

Pasal52

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf Satpol PP
Kabupaten Administrasi.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasatpol PP
Kabupaten Administrasi.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Satpol PP
Kabupaten Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Satpol PP Kabupaten Administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. rnelaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Satpol PP
Kabupaten Administrasi;

d. me.laksanakan pengelolaan kepegawaian Satpol PP Kabupaten
Adrninistrasi;

e. melaksanakan pengelolaan keuangan Satpol PP Kabupaten
Administrasi;

f. rnelaksanakan pengelolaan barang Satpol PP Kabupaten
Administrasi;

g. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat Satpol PP Kabupaten
Administrasi;

h. melaksanakan pengelolaan kearsipan Satpol PP Kabupaten
Administrasi;

i. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban
kantor Satpol PP Kabupaten Administrasi;

j. pGrneliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor,
ter:Tlasuk asrama Satpol PP Kabupaten Administrasi;

k. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ruang pertemuan Satpol
PI" Kabupaten Administrasi;

I. meiaksanakan upacara dan pengaturan acara Satpol PP
Kabupaten Administrasi;

m. rnenerima, rnenyimpan dan rnendistribusikan prasarana dan sarana
k~!rja Satpol PP Kabupaten Administrasl;

n. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
clan anggaran Satpol PP Kabupaten Administrasi sesuai dengan
lingkup tugasnya;

o. rnengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja
clan akuntabilitas Satpol PP Kabupaten Administrasi; dan

p. melaporkan dan mernpertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha.

Pasal 53

(1) Seksi Operasi dan Penegakan Hukum mel"dpakan Satuan Kerja lini
Satpol PP Kabupaten Administrasi dalam rnelaksanakan kegiatan
oper,'si, penegakan hukum dan ketertiban tempat usaha, hiburan dan
rekreasi.
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(2) Seksi Operasi dan Penegakan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kasatpol PP Kabupaten Administrasi.

(3) Seksi Operasi dan Penegakan Hukum mempunyai tugas :

a. rnenyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Satpol PP Kabupaten Administraasi sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen peiaksanaan
anggaran Satpol PP Kabupaten Administrasi sesuai dengan lingkup
tu'~asnya;

c. melaksanakan pemantauan situasi dan kondisi atau keadaan dalam
rangka operasi penegakan hukum,

d. mempersiapkan pelaksanaan operasi penegakan hukum;

e. melaksanakan operasi penegakan hukum;

f. melaporkan hasil operasi penegakan hukLIm;

g. melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pemberkasan perkara
pelanggaran hukum untuk diajukan ke pengadilan;

h. melaksanakan koordinasi, kerja sama, fasilitasi dan/atau kemitraan
kegiatan operasional, penenteraman dan penertiban dengan
instansi penegak hukum; dan

i. melaksanakan inventarisasi tempat usaha, hiburan dan rekreasi;

j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian tempat usaha,
termasuk hiburan dan rekreasi;

k. melaksanakan pelayanan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi
tempat usaha, termasuk hiburan dan rekreasi;

I. melaksanakan pemeriksaan pelanggaran penggunaan tempat
usaha, termasuk hiburan dan rekreasi;

m. rnelaksanakan pemprosesan dan pemberkasan pelanggaran
tempat usaha, hiburan dan rekreasi terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

n. melaksanakan pengawasan, pengendalian monitoring dan evaluasi
perizinan dan non perizinan penyeienggaraan tempat usaha,
hihuran dan rekreasi di Kabupaten Administrasi;

o. rnenyusun bahan rekomendasi kepada Kasatpol PP dalam rangka
p8netapan dan pemberian sanksi atas pelanggaranl
penyalahgunaan perizinan dan non perizinan penyelenggaraan
tempat usaha, hiburan dan rekreasi untuk disampaikan kepada
penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

p. melaksanakan kegiatan patroli lapangan pada tempat usaha,
hiburan dan rekreasi; dan

q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
S"ksi Operasi dan Penegakan Hukum.

Pasal 54

(1) Seksi Ketertiban Masyarakat merupakan2atuan Kerja lini Satpol PP
Kat;L!paten Administrasi dalam melaksarJ.'lkan kegiatan pembinaan
ketE!f~iban masyarakat, prasarana dan sarcna Kabupaten.
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(2) Seksi Ketertiban Masyarakat dipimpin oleh s80rang Kepala Seksi yang
berkHdudukan di bawah dan bertanggung j,rNab kepada Kasatpol PP
Kota I-\dministrasi.

(3) Seksi Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Satpol PP Kabupaten Administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. rnelaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Satpol PP Kabupaten Administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dalam
rangka ketertiban masyarakat;

d. melaksanakan kegiatan pengamanan protokoler dan obyek vital;

e. melaksanakan kegiatan pengaduan dan sengketa;

f. melaksanakan pengembangan peran masyarakat dalam
ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

g. melaksanakan penelitian dan pengembangan peran masyarakat
dalam ketenteraman dan ketertiban; dan

h. melaksanakan ketertiban fasilitas sosial, ketertiban fasilitas umum,
serta ketertiban pemukiman;

i. rnelaksanakan kegiatan peningkatan peran masyarakat dalam
kEltertiban masyarakat dan pengamanan prasarana dan sarana
kOt8;

j. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan mengenai
kEJtertiban masyarakat dan pengamanan sarana kota;

k. menyampaikan usulan penindakan terhadap pelanggaran hukurn
kepada Seksi Operasi dan Penegakan Hukurn; dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
S"ksi Pembinaan Ketertiban Masyarakat.

Pasal 55

(1) Seksi Perlindungan Masyarakat merupakan Satuan Kerja Iini Satpol
. PP Kabupaten Administrasi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan

masyarakat.

(2) Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasatpol
PP Kabupaten Administrasi.

(3) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Satpol PP Kabupaten Administrasi sesuai dengan lingkup
tLigasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Satpol PP Kabupaten Administrasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;
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c. m~nyelenggarakan perlindungan masyarakat, kesiagaan, pengerahan
dcln pengendalian;

d. mendayagunakan satuan perlindungan masyarakat dan potensi
masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat,
kesiagaan, pengerahan dan pengendalian;

e. m3mberikan informasi potensi gangguan sosial;

f. rnenyusun peta daerah rawan gangguan sosial;

g. mE'!aksakan koordinasi, kerja sama dan fasilitasi kegiatan
penindungan masyarakat;

h. rnemberikan fasilitasi, bantuan dan dukungan sumber daya
terhadap kegiatan penanggulangan bencana; dan

i. rnelaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Seksi Perlindungan Masyarakat.

Bagian Kesebelas

Satgas Pol PP Kecamatan

Pasal 56

(1) Satgas Pol PP Kecamatan merupakan Unit Kerja Satpol PP Provinsi di
bawah Satpol PP Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dalam
pelaksanaan ketenterarnan dan ketertiban rnasyarakat.

(2) Satgas Pol PP Kecamatan dipimpin oleh seorang Kasatgas Pol PP
Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kasatpol PP melalui Satpol PP Kota/Kabupaten yang secara
operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Camal.

Pasal 57

Satgas Po! PP Kecamatan mempunyai tugas :

a. melaksanakan kegiatan pemantauan situasl ketenteraman masyarakat,
ketertiban umum dan ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur di wilayah Kecamatan;

b. melaksanakan kegiatan pemeliharaan ketenteraman rnasyar<lKat,
ketertilJan umum dan ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan
Peraturrln Gubernur di wilayah Kecarnatan;

c. mernpersiapkan pelaksanaan operasi penertiban dan penegakaan
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di wilayah Kecamatan;

d. melaksanakan operasi penertiban dan penegakan Peraturan Daerah
dan Pf:lraturan Gubernur di wilayah Kecamatan;

e. menyllsun laporan hasil pelaksanaan operasi pellertiban dan penegakan
Perci·turan Daerah dan Peraturan Gubernur di wilayah Kecamatan;

f. melaksankan penyelidikan, penyidikan dan pemberkasan per~.2ra

pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur untuk diajllkan
ke pUllgadilan;

g. melaksanakan koordinasi, kerja sama, fasilit<ISi atau kemitraan kegiatan
operasi penertiban dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubemur di wilayah Kecamatan;
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h. melaksanakan inventarisasi tempat rawan gangguan sosial dan
pelar.g9aran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di wilayah
Kecamatan;

i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pada tempat rawan
gangguan sosial dan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur dl wilayah Kecamatan;

j. melal<sanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi perizinan
tempat usaha, hiburan dan rekreasi di wilayah Kecamatan;

k. melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap izin dan pelanggaran
penggul,aan tempat usaha, hiburan dan rekreasl di wilayah Kecamatan;

I. memproses dan menyusun pemberkasan pelanggaran tempat usaha,
hiburan dan rekreasi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur di wilayah Kecamatan;

m. mengusulkan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur kepada Seksi Operasi dan Penegakan Hukum di
wilayah Kecamatan;

n. melaks3nakan patroli lapangan di wilayah Kecamatan secara reguler,
konsisten dan berkesinambungan di wilayah Kecamatan;

o. menyusun dan menyampaikan hasil patroli 12pangan kepada Camat dan
Kasatpol PP Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan

p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satgas
Pol PP Kecamatan.

Pasal 58

(1) Anggota Satpol PP pada Satgas Pol PP Kecamatan merupakan
pegawai Satpol PP yang dalam melaksanakan tugas ketenteraman,
ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
di bawah komando/perintah Camal.

(2) Pembiayaan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )
sebagai berikut :

a. perencanaan, pelaksanaan dan biaya operasi termasuk (uang
makan, ongkos dan uang jaga) dibebankan pada Kecamatan;

b. pmlengkapan personil baik yang melekat pada tubuh maupun yang
di?ergunakan oleh tangan dan anggota lubuh lainnya dibebankan
p<lda Satpol PP meliputi :

1) uniform;

2) alat komunikasi;

3) kendaraan operasional (motor dan mobil); dan

4) alat pengamanan diri (tameng dan pentungan).

c. anggaran pengadaan dan pemeliharaan/perawatan operasio,lal
(bensin, oli dan solar) kendaraan operasional dibebankan pada Satpol
PP.

(3) PenilE'ian kinerja anggota Satpol PP sebagaimana dimaksud pada
ayClt ('1) dibuat oleh Camat dan diserahkCln secara tertulis kepada
Kasatpol PP Kota Administrasi/Kabupaten fI.dministrasi, sebagai materi
Sasa,an Kinerja Pegawai (SKP).

(4) Penilaian kinerja bulanan untuk keperluan Tunjangan Kinerja Daerah
anggota Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan
ditarldatangani oleh Kepala Satgas Pol PP Kecamatan.
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Pasal 59

(1) Pembinaan personil anggota Satpol PP pada Satgas Pol PP
Kecamatan merupakan tanggung jawab Satpol PP.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pelatihan;

b. pendidikan;

c. mutasi regular;

d. karier; dan

e. mental, flsik dan disiplin.
(3) Dalam pelaksanaan kegiatan dan pembinaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Kecamatan sehingga kebutuhan
pelaksanaan tugas ketenteraman, ketertiban serta penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tetap terlaksana dengan
baik.

Bagian Keduabelas

Satgas Pol PP Kelurahan

Pasal 60

(1) Sat$)as Pol PP Kelurahan merupakan Satuan Kerja Satpol PP di
bawah Satgas Pol PP Kecamatan.

(2) SatgclS Pol PP Kelurahan dipimpin oleh seorang Kasatgas Pol PP
Kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kasatpol PP melalui Satpol PP Kota/Kabupaten yang secara
operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Lurah.

Pasal 61

Satgas Pol PP Kelurahan mempunyai tugas :

a. melaksanakan kegiatan pemantauan situasi· ketenteraman masyarakat,
keteriiban umum dan ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan
PeratL!ran Gubernur di wilayah Kelurahan;

b. me1aksanakan kegiatan pemeliharaan ketenteraman masyarakat,
ketertiban umum dan ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur di wilayah Kelurahan;

c. mempersiapkan pelaksanaan operasi penertiban dan penegakaan
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur d: wilayah Kelurahan;

d. melak~;anakan operasi penertiban dan penegakan Peraturan Daerah
dan Pmaturan Gubernur di wilayah Kelurahan;

e. menyusun laporan hasil pelaksanaan operasi penertiban dan penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di wilayah Kelurahan;

f. melakss,nakan penyelidikan, penyidikan c1"ll pemberkasan perkara
pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur untuk diajukan
ke pengadilan;

g. meiak!;anakan koordinasi, kerja sama, fc:silitasi dan/atau kemitrC:on
kegiatan operasi penertiban dan penegakan Peraturan Daerah ddn
Peraturan Gubernur di wilayah Kelurahan;
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h. melak~;dnakan invenlarisasi lempal rawan gangguan sosial dan
pela:1ggaran Peraturan Daerah dan Peralu,an Gubernur di wilayah
Kelurahcm;

i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pada lempat rawan
gangguan sosial dan pelanggaran Peraluran Daerah dan Peraluran
Gubernur di wilayah Kelurahan;

j. memprases dan menyusun pemberkasan pelanggaran lempal usaha,
hiburan dan rekreasi lerhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan
Peraluran Gubernur di wilayah Kelurahan;

k. mengusulkan penindakan lerhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur kepada Seksi Operasi dan Penegakan Hukum di
wilayah Kelurahan;

I. melaksanakan palroli lapangan di wilayah Kecamatan secara reguler,
konsisten dan berkesinambungan di wilayah Kelurahan;

m. menyusun dan menyampaikan hasil patroli lapangan kepada Lurah dan
Kasatgas Pol PP Kecamatan; dan

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan lugas Salgas
Pol PP Kelurahan.

Pasal62

(1) Anggota Satpol PP pada Satgas Pol PP Kelurahan merupakan
pegawai Satpol PP yang dalam melaksanakan tugas ketenteraman,
ketertiban serta penegakan Peraluran Daerah dan Peraturan Gubernur
di bawah komando/perintah Lurah.

(2) Pembiayaan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
sebagai berikut :

a. perencanaan, pelaksanaan dan biaya operasi termasuk (uang
rn,3kan, ongkos dan uang jaga) dibebankan pada Kelurahan;

b. perlengkapan personil baik yang melekat pada tubuh maupun yang
dip8rgunakan oleh tangan dan anggota I'Jbuh lainnya dibebankan
pada Satpol PP meliputi;

1) uniform;

2) alat komunikasi;

3) kendaraan operasional (motor dan mobil); dan

4) alat Pengamanan Diri (tameng dan penlungan).

c. anggaran pengadaan dan pemeliharaan/perawatan operasional
(bensin, oli dan solar) kendaraan operasional dibebankan pada Satpol
PP.

(3) Penilaian kinerja anggota Satpol PP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuat oleh Lurah dan diserahkan secara tertulis kepada
Kasatpol PP Kota Administrasi/Kabupalen Adminislrasi, sebagai maleri
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

(4) Penilaian kinerja bulanan unluk keperluan Tunjangan Kinerja Daerah
anggota Satpol PP sebagaimana dimaksL:d pada ayat (1) dibuat dan
ditandatangani oleh Kepaia Satgas Pol PP I<elurahan.

Pasal 63

(1) Pernbinaan personil anggota Satpol PP pada Satgas Pol PP Kelurahan
merulJakan tanggung jawab Satpol PP.
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(2) Pembi!1aan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pelatihan;
b. pendidikan;
c. mutasi regular;
d. karier; dan
e. mental, fisik dan disiplin.

(3) Dalam pelaksanaan kegiatan dan pembinaan sebagaimana dimaksud
dil<.oordinasikan dengan Kelurahan sehingga kebutuhan pelaksanaan
tugas ketenteraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Gubernur tetap terlaksana dengan baik.

Bagian Ketigabelas

UPF

Pasal64

(1) Satpol PP dapat rnernpunyai UPF sebagai berikut :

(2) Ketentuan lebih ianjut mengenai pembentukan, organisasi dan tata
kerja UPF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraiuran Gubernur.

Bagian Keempatbelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 65

(1) Satpol PP dapat mempunyai Jabatan Fungsional.

(2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi
struktural Satpol PP.

Pasal 66

(1) Dalarn rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat
fungsional dibentuk kelompok jabatan fungsional untuk lingkup Satpol
PP dan subkelompok Jabatan fungsional untuk Iingkup Satpol PP Kota
Administrasi/Kabupaten Administrasi atau UPF yang ditetapkan oleh
Kasatpol PP.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Subkelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua
Kelornpok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan
Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
ker;ada Kasatpol PP dan Kasatpol PP Kota Administrasi/Kabupaten
Adrninistrasi.

(3) Kelua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan
Furlgsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh
Kasatpol PP dari pejabat fungsional yang dihormati di kalan~Jan

pejabat fungsional sesuai keunggulan kornpetensi (pengetahuan,
keahlian dan integritas) yang dimiliki.

(4) Kelentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada Satpol PP
dialul' dengan Peraturan Gubernur.



43

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 67

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satpol PP wajib taat dan
berpHdoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kasalpol PP mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan
SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah terkait dalam rangka
meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan
fung~;i Satpol PP.

Pasal 68

Kasatpol PP, Wakasatpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasatpol PP Kota
Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kepala Subbagian, Kepala Seksi,
Kasatpol PP Kecamatan/Kelurahan dan pegawai pada Satpol PP dalam
melaksanakan tugasnya wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang­
undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi,
sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan
efisiensi.

Pasal 69

(1) Kasatpol PP, WaKasatpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasatpol PP
Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kepala Subbagian, Kepala
Seksi, Kasatpol PP Kecamatan/Kelurahan pada Satpol PP wajib
memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan,
memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja
baw8han masing-masing.

(2) Kasatpol PP, WaKasatpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasatpol PP
Kota /\dministrasil Kabupaten Administrasi, Kepala Subbagian, Kepala
Seksi, Kasatpol PP Kecamalan/Kelurahan dan pegawai pada Satpol
PP >,vajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing­
masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Kasatpol PP, Wakil Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasatpol
PP Kola A.dministrasilKabupaten Administrasi, Kepala Subbagian, Kepala
Seksi, Kasatpol PP Kecamatan/Kelurahan pada Satpol PP wajib
mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing­
masing serta mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan apabila
menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 71

(1) Kasatpol PP, WaKasatpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasatpol PP
Kc!a Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kepala Subbagian, Kepala
Seks;. Kasatpol PP Kecamatan/Kelurahan dan pegawai pada Satpol
PP. wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas (termasuk
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan lugas) kepada atasan
masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) AtciOS5n yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )
me·nindaklanjuti dan menjadikan laporan yang :literima sebagai bahan
pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.
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Pasal 72

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan
pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi
birokrasi terhadap Satpol PP.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan,
ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi pelaporan sebagaimana
dimai<sud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 73

(1) Pegawai pada Satpol PP merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara,
terdiri atas :

a. Pegawai Negeri Sipil; dan
b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

(2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilak;,anakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
tentang Aparatur Sipil Negara.

(3) Dala"11 pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Satpol PP mendapat
pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi
dan F\f3.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 74

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Sapol PP dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pen!~elolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 75

(1 )

(2)

Penclapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol
PP merupakan pendapatan daerah.

Pen~lelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilal<sanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang keuangan negara/daerah.

BAB VII

ASET

Pasal 76

(1) Aset 'fang dipergunakan oleh Satpol PP seoagai prasarana dan sarana
kerj8 merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yilng
tidak dipisahkan.

(2) P~'!1~I(·)lolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana
c1irmlksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perW'dang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan
ketemuan perundang-undangan di bidan~1 pengelolaan barang milik
negara/daerah.
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Pasal 77

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Satpol PP dalam
. rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk pemberian hibah

atau bantuan barang dari pihak ketiga merupakan penerimaan barang
·daerah.

(2) Penerima .barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera
dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Umum
Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB VIII

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 78

(1) Satpol. PP menyusun dan menyampaikan :aporan berkala tahunan,
semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Gubernur
mela'ui Sekretaris Daerah.

(2) l,.aporan sebagaimana dimaksud pada aya~ (1) antara lain meliputi
laporan:

a. kepegawaian;
b. keuangan;
c. bararig.;
d. k,inerja
e. akuntabilitas; dan
f. kegiatan.

Pasal 79

Dalam rangka akuntabilitas Satpol PP mengembangkan sistem pengendalian
internal.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 80

Pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur oleh Satpol PP dilaksanakan oleh :

a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara; dan

b. Apara': Pengawas Intern Pemerintah.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 81

Formasi Jabatan dan Kebutuhan peralatan kerja Satpol PP diaturl
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/KepL.1Llsan Gubernur tersendiri,
sesuai dfJrlgan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas
daerah
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BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal82

Pada sdat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Nomor 148 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
PamonrJ Praja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKCiTA JAKARTA,

tld.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROV!~JSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62132

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA E\IR@"~l:l.I&\JM SEKRETARiAT DAERAH
PROVINSI D:€~~-;'~",~~ISUS IBUKOTA JAKARTA,

-7~~
. ···:i \"~~' \. Y.,..., ,I.

<.. ,I, ,"., ''SRI RA; AYU
L.~ • J u
~ IP'1957V~8:1985032003
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u~..~,\:-_
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Lampiran Pemturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus
Ibul<ata Jakarta

Nomor
Tanggal

259 TAHUN 2014
24 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRA,i,'"

KEPALA SATPOL PP

WAKIL KEPALA SATPOL PP

I

SEKRETARIAT

I

SUBBAGIAN ,II, 'UBBAG'AN IISUBBAGIAN PERENCANAAN SUBBACIAN
UMUM KEPEGAWAIAN DAN ANGGARAN KEUANGAN

I I I I
SIOANG

BIOANG
SIOANG 11IDA~ PENGAWASAN DAN BIOANG

OPERASI DAN KETEfHlBAN KETERTIBAN ENGENOAUAN TEMP PERLINOUNGAN
PENEGAKAN HUKUM MASYAf'AKAT

PRASARANA USAHA, HIBURAN MASYARAKAT
DAN SARANA KOlA DAN REKREASI

SEKSI SCKSI
SEKSISEKSI SEI(SI PENGAWASAN DAN

PEMANTAUAN PENYULUHAN
KETERTIBAN PENGENOALIAN PEMBINAAN PQTENSI

FASILITAS SQSIAL TEMPAT USAH,I, MASYARAKAT
INDUSTRI

SI::KSI SEKSI SEKSI
SEKSI PENG \W.ANAN PENGA.WASAN DAN SEKSI

OPERASI PRO--OKOL KETERTIBAN PENGENOALIAN
KESIAGAAN

DAN OBYEK VITAL FASIL1TAS UMUM TEMPATUSAHA

--- NON INOUSTRI

SEKSI
SF.;(~I SEK$I

SfKSl SEKSI
PENGAlIUAN DAN PENGAW....SAN DAN PENGERAHAN DAN

PENEGAKAN HUKUM PERMUKIMAN PENGENQAUAN
SENGI\ETA HIBURAN DAN REKREASI

PENGENDAltAN
L---__

I I I

I, ","o,pp "I SATPOLPP UNIT

KOTA,t.J)MINISTRASI KAfl AOMINISTR.IISI
PELAKSAtlA
FUNGSIONAl.

---'---'

I,SUBBAGIAN SUBElAGIAN\ I
TATA-USAKA TATAUSAHA

...

~~~~SEKSI r II F KET~T~~AN
y,"

,€"c..W"~"'o..H SEKSI SEKSI I I,"K" r~ "K" dT~~'=. ERLINDUNG OPERASIOANKETERTIB.6.N PRASARANA DAN PENEGAKAN KETERTIBAN ERLINDUNGAN
I1ASYARAKAT SARANA KOTA 1"8U1l \N DAN ~~ASYARA~~ HUKUM

MASYARAKAT MASYARAKAT
REK1&~'1

IISATGAS POL PI" I ISATGAS POL PI'
KECAMAT.-.N

KEC,t,MATAN

I

ISATGAS POl PI'I KElOMPOK
ISATGAS POL pp I

KELURAHAN
KELURAHAN

JABATAN FUNGSIONAL

AB~~~~FL~~~NA 1 "'B~~:E~~N~~NA

_LJ

"

GUBERNlJR PROVINSI DAERAH KHUSLJS
IBUKOTA JAKARTA.

ltd.

BASUKI T PURNAMA



Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

259 TAHUN 2014
24 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJ,\

KEPALA SATPOL PP

WAKIL KEPALA SATPOL PP

I
SEKRETARIAT

I

,II: SU"AGIAN SUBBAGIANSUBBAGIAN SUBBAGIAN PERENCANAAN
UMUM KEPEGAWAIAN DAN ANGGARAN KEUANGAN

I I I I
SIDANG

BIOANG I BIDANGBIDANG BIO.t.NG PENGAWASAN DAN
OPERASI DAN KETERT,BAN KETERTIBAN ENGENDALIAN TEMP

PRASARANA l PERLINDUNGAN
PENEGAKAN HUKUM MA$YAf:A:<AT USAHA, HIBURAN MASYARAK,AT

DAN SARANA KOlA DAN REKREASI

SEKSI SEKSI
SEKSISEKSI S~KSI PENGAWA$AN DAN

PEMANTAUAN PENYULUHAN
KETERTIBAN PENGENDALIAN PEMBINMN POTENSI

FASILlTAS SDSIAL TEMPATUSAHA MASYARAKAT

~:
INDUSTRI

SE,<SI SEKSI SEKSI

SEKSI PE:-.lG4MANAN PENGAWASAN DAN SEKSI
OPERASI PROTOKOL KETERTIBAN PENGENDAUAN KESIAGAANFASlllTAS UMUM TEMPATUSAHADAN OBYEK VITAL

NON INOUSTRI_. --
SEKSI SEKSI

SEKSI SEKSI
SEKSI

PENGALJUAN DAN PENGAWASAN DAN PENGERAHAN DAN
PENEGAKAN HUKUM PERMUKIMAN PENGENOAUAN

SENGKETA HIBURAN DAN REKREASI PENGENDAllAN

I
,mo,p, ~ SATPOl $0$0

UNIT
PELAKSANA

KOTAADMINISTI>ASI KAB AOMINISTRASII FUNGSIONAl

I,SUBBAGIAN SUB6AGw;, I
TATAUSAHA fATAUSAHA

IOPE~S~DAN III SEKSI r IIF KET~~~AN ~~~~ ~~
Pf~GAW"''''''' SEKSI SEKSI I I. "." r: "." ~1PENEGAKAN KETI:.RTIBAN PRASARANA DAN :E~~~~ ERllNOUNG OPERASI DAN KETERllBAN ERUNOUNGA

HUKUM MASVARAKAT SARANA KOlA I-I)UR,u. DAN' MASVARAKAT PENEGAKAN MASYARAKAT MASYARAKAT
REK'~~$I

HUKUM

I I
SATGASPOI.. pp I lSATGAS POL PPj

KECAMATAN
KECAMATAN

ISATGAS POI. $Of'ISA1GAS POlPP I KElOMPOK KElURAHAN
KElURAHAN JABATAN FUNGSIONAl

,u,."o.""" ! $UBKElOMPOK

J ....BAT~N-F-UNGSI~NAL "BAlAN FUNGSI NA

- I
_1- -

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T PURNAMA


